








































































































































 
ADENDUM PERJANJIAN KINERJA 

NOMOR: 19.1.A/KN/2023 
 

 
Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-19/KN/2023 

tanggal 30 Januari 2023 dan PK-19.1/KN/2023 tanggal 21 Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

 

a. Peta Strategis sebelum adendum: 

 

b. Peta Strategis setelah adendum: 

 
 

  



 
a. Perubahan Sasaran Strategis 

Sebelum Menjadi 
Nomor 

SS  
Nama Sasaran Strategis 

Nomor 
SS  

Nama Sasaran Strategis 

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara 
dan Lelang Terhadap Perekonomian yang 
inklusif dan berkelanjutan 

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan 
Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, 
inklusif dan berkelanjutan 

 
 

b. Penambahan Sasaran Strategis 

Sebelum 
Menjadi Penjelasan 

Kode SS Sasaran Strategis  
- Internal process perspective Sasaran Strategis (SS) ditambahkan sebagai sasaran dari 

pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang dan 
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)  

6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan 
Negara dan Lelang yang Efektif 

 
 

c. Perubahan Nama IKU 
Sebelum Menjadi 

Kode 
IKU/ 

Sub-IKU 
Nama IKU/Sub-IKU 

Kode 
IKU/ 

Sub-IKU  
Nama IKU/Sub-IKU 

4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja 
BMN (Portofolio)  

6b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 

 
d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis 

Sebelum Menjadi 

Kode 
SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 
Kode 

SS/IKU

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

Q3 Sd Q3 Q4 Y Q3 Sd Q3 Q4 Y 

Learning and growth perspective Stakeholder perspective 
9 Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal 

yang Efektif 
1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan 

Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, 
Inklusif, dan Berkelanjutan 

9a-CP Indeks integritas - - 88,67 88,67 1c-CP Indeks integritas - - 88,67 88,67 

Customer Perspective Internal Process perspective 

2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang 
Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 

6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan 
Lelang yang Efektif 

2C-N Tingkat 
Pelaksanaan 
Lelang Online 

78.5% 90% 90% 90% 6a-N Tingkat 
Pelaksanaan Lelang 
Online 

78.5% 78.5% 90% 90% 

2c1-N Persentase 
Pelaksanaan Lelang 
E-Auction dan E-
Conventional 
Auction 

94% 94% 94% 94% 6a1-N Persentase 
Pelaksanaan Lelang 
E-Auction dan E-
Conventional 
Auction 

94% 94% 94% 94% 

2c2-N Persentase 
pelaksanaan 
permohonan 
lelang online 

63% 63% 86% 86% 6a2-N Persentase 
pelaksanaan 
permohonan lelang 
online 

63% 63% 86% 86% 



 Internal Process perspective   Internal Process perspective 

4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal 6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan 
Lelang yang Efektif 

4d-N Persentase 
Implementasi 
Evaluasi Kinerja 
BMN (Portofolio 
Aset) 

75% 75% 100% 100% 6b-N Persentase Evaluasi 
Kinerja BMN 
(Portofolio Aset) 

75% 75% 100% 100% 

 Internal Process perspective   Learning and growth perspective 

2  Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang 
Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 

9 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal 

2d-N Deviasi Data 
PNBP Fungsional 
DJKN 

15% 15% 15% 15% 9b-N Deviasi Data PNBP 
Fungsional DJKN 

15% 15% 15% 15% 

 
e. Penambahan IKU 

Sebelum Menjadi Penjelasan 

Kode 
IKU 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Utama

Target 

Q3 S.d.
Q3 

Q4 Y 

- 9a-N Indeks Kualitas 
Pengelolaan 
Anggaran dan 
Barang Milik Negara 

100 100 100 100 IKU baru yang terdiri dari 2 Sub-IKU yaitu 
Sub-IKU Indeks kinerja kualitas 
pelaksanaan anggaran dan Sub-IKU 
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

 
f. Perubahan IKU Menjadi Sub-IKU 

Sebelum Menjadi 
Kode 

SS/IKU 
Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target Kode 
SS/IKU 

Sasaran 
Strategis/ 
Indikator 

Kinerja Utama 

Target 
Q3 s.d.

Q3 
Q4 Y Q3 s.d. 

Q3 
Q4 Y 

8a-CP Indeks Kinerja 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

95.50 95.50 95.50 95.50 9a1-CP Indeks Kinerja 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

100 100 100 100 

8b-N Persentase 
Kualitas 
Pengelolaan BMN 
dan Pengadaan 

- - 100% 100% 9a2-N Persentase 
Kualitas 
Pengelolaan 
BMN dan 
Pengadaan 

- - 100 
(100%) 

100 
(100%) 

 
 

g. Penghapusan IKU 
Sebelum 

Menjadi Penjelasan Kode 
IKU  

Indikator Kinerja Utama   

8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran 

- IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI 
Jakarta karena menjadi Sub IKU  

8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

- IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI 
Jakarta karena menjadi Sub IKU 

9a1-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP - Sub IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN DKI 
Jakarta. 

  



h. Perubahan Trajectory Target IKU dan Sub IKU 

Sebelum Menjadi 

Kode 

IKU 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target Kode 

SS/IKU 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target 

Q3 s.d. Q3 Q4 Y Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

1b-CP Persentase 
Produktivitas 
Lelang 

60% 60% 80% 80% 1b-CP Persentase 
Produktivitas 
Lelang 

80% 80% 80% 80% 

6a-N Tingkat Efektifitas 
Pembinaan dan 
Tindak Lanjut 
Persetujuan 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara 

- - 86% 86% 7a-N Tingkat Efektifitas 
Pembinaan dan 
Tindak Lanjut 
Persetujuan 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara 

- 50% 86% 86% 

2c-N Tingkat 
Pelaksanaan 
Lelang Online 

78.5% 90% 90% 90% 6a-N Tingkat 
Pelaksanaan 
Lelang Online 

78.5% 78.5% 90% 90% 

7a-N Tingkat 
implementasi 
budaya dan  
kehumasan 
Kemenkeu Satu 

72.50
% 

72.50
% 

90% 90% 8c-N Tingkat 
implementasi 
budaya dan  
kehumasan 
Kemenkeu Satu 

100 100 100 100 

7a1-CP Indeks Efektivitas 
Ekosistem 
Kehumasan 

- - 100 
(3,55 
skala 

4) 

100 
(3,55 
skala 

4) 

8c1-CP Indeks Efektivitas 
Ekosistem 
Kehumasan 

- 100 
(3,55 

skala 4) 

100 
(3,55 

skala 4) 

100 
(3,55 

skala 4) 

7a2-N Implementasi 
Budaya 
Kemenkeu Satu di 
Wilayah 

72.50
% 

72.50
% 

90% 90% 8c2-N Implementasi 
Budaya 
Kemenkeu Satu di 
Wilayah 

100 
(70%) 

100 
(70%) 

  100                              
(90%) 

100 
(90%) 

8a-CP Indeks kinerja 
kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

95,5 95,5 95,5 95,5 9b1-CP Indeks kinerja 
kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 

100 100 100 100 

8b-N Persentase 
Kualitas  
Pengelolaan BMN 
dan Pengadaan 

85% 85% 100% 100% 9b2-N Persentase 
Kualitas  
Pengelolaan BMN  
dan Pengadaan 
 

- - 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Perubahan Kode SS dan IKU atau Sub IKU 

Kode SS/IKU Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama 
Sebelum Menjadi 

6 7 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif 

6a-N 7a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang 
Milik Negara 

7 8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem 
Kolaboratif 

7a-N 8c-N Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu 

7a1-CP 8c1-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 

7a2-N 8c2-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 

7b-N 8d-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko 

7c-N 8e-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 

8 9 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal 

9 10 Penguatan pengawasan – Pengendalian Internal yang efektif 

9a2-N 10a1-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif 

9a3-N 10a2-N Indeks Capaian Unit Kerja dalan Pembangunan ZI WBK/WBBM 

 
Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023. 

 
  

 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara  

Jakarta, 22 September 2023 
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta 

 

 
                          Ttd1 
 
 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Rionald Silaban 

 

 

                                 Ttd1 
 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Mahmudsyah 

 
 
 
 
 
 
 



 
RINCIAN TARGET ADENDUM KINERJA 

KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

TAHUN 2023 
 
 
 

Kode 

SS/IKU 

 

SS dan IKU 
Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d. 
Q3 

Q4 Y 

1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang 
Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan 

1a-CP Persentase realisasi Penerimaan 
Negara dari Pengelolaan Kekayaan 
Negara dan Lelang 

 

10% 

 

30% 

 

30% 

 

60% 

 

60% 

 

100% 

 

100% 

1b-CP Persentase Produktivitas Lelang 30% 45% 45% 80% 80% 80% 80% 

1c-CP Indeks Integritas - - - - - 88,67 88,67 

2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa 

2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100% 

2b-CP Persentase Penurunan Outstanding 

Piutang Negara 

 
10% 

 
30% 

 
30% 

 
60% 

 
60% 

 
100% 

 
100% 

3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 

3a-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan 

Pengguna Layanan 

3% 7% 7% 11% 11% 100% 100% 

4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal 

4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan 
BMN dengan Standar Barang dan 
Standar Kebutuhan (SBSK) 

- 50% 50% 55% 55% 68% 68% 

4b-CP Persentase Barang Milik Negara 

Berupa Tanah yang Disertipikatkan 

- 40% 40% 60% 60% 100% 100% 

4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN) 

10% 30% 30% 60% 60% 100% 100% 

5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional 

5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

5b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan 
Penilaian yang agile, efektif dan efisien 

70 70 70 70 70 70 70 

6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif 

6a-N Tingkat Pelaksanaan Lelang Online 57% 67% 67% 78,5% 78,5% 90% 90% 

 6a1-N Persentase Pelaksanaan 
Lelang E-Auction dan E-
Conventional Auction 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

 6a2-N Persentase pelaksanaan 
permohonan lelang online 

20% 40% 40% 63% 63% 86% 86% 

6b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN 
(Portofolio Aset) 

 

12% 32% 32% 75% 75% 100% 100% 



Kode 

SS/IKU 

 

SS dan IKU 
Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d. 
Q3 

Q4 Y 

7 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif 

7a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan 
Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan 
Barang Milik Negara 

- 50% 50% - 50% 86% 86% 

8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif 

8c-N Tingkat implementasi budaya dan 
kehumasan Kemenkeu Satu 

20 72,5 72,5 100 100 100 100 

 8c1-CP Indeks Efektivitas Ekosistem 
Kehumasan 

- 100 
(3,55 

skala 4) 
 

100 
(3,55 

skala 4) 
 

- 100 
(3,55 

skala 4) 
 

100 
(3,55 

skala 4) 
 

100 
(3,55 

skala 4) 
  8c2-N Implementasi Budaya 

Kemenkeu Satu di Wilayah 

20% 45% 45% 100  
(70%)  

100  
(70%)
  

100  
(90%)
  

100  
(90%)
  

8d-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan 
Kualitas Manajemen Risiko 

- - - - - 80 80 

8e-N Persentase Pengembangan 
Kompetensi Pegawai 

15% 40% 40% 75% 75% 100% 100% 

9 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal 

9a-N Indeks Kualitas Pengelolaan 
Anggaran dan Barang Milik Negara 

100 100 100 100 100 100 100 

 9a1-CP Indeks Kinerja Kualitas 
Pelaksanaan Anggaran 

100 100 100 100 100 100 100 

 9a2-N Persentase Kualitas 
Pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

- - - - - 100 
(100%) 

100 
(100%) 

9b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif 

10a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian 
Mutu Internal yang Efektif 

- - - - - 80 80 

 10a1-N Indeks Pengawasan dan 
Pengendalian yang efektif 

     60 60 

 10a2-N Indeks Capaian Unit Kerja 
dalan Pembangunan ZI 
WBK/WBBM 

- - - - - 100 100 

 
 

Jakarta, 22 September 2023 
Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta 

 
                          Ttd1 
 

 

 

                                 Tt1 
 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Mahmudsyah 



 
  

  

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI 
 

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta tanggal 01 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai 

Sebelum 
No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu Target Perspektif 
1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan 

Negara dan Lelang Terhadap 
Perekonomian yang Inklusif dan 
Berkelanjutan 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Lelang 100% 

 
 

 
Penerima Layanan Persentase Produktivitas Lelang 

80% 

2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Lelang yang Memenuhi Harapan 
Pengguna Jasa 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Persentase Realisasi Pokok Lelang 
 

100%  
 
 
 
 

Penerima Layanan 
 
 

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 100% 
Tingkat Pelaksanaan Lelang Online 90% 

Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-
Conventional Auction 94% 

Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online 86% 

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 15% 
4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang 

Optimal 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang 
dan Standar Kebutuhan (SBSK) 

68% Proses Bisnis  

Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang 
Disertipikatkan 

100% 

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 100% 
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN 
(Portofolio Aset) 

100% 



 
  

  

Sebelum 
No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu Target Perspektif 
6 Pengawasan dan Pengendalian 

Kekayaan Negara yang Efektif 
Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan 
Pengelolaan BMN 86% 

Proses Bisnis 

7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya 
Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem 
Kolaboratif 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu  95% Penguatan Internal/Anggaran  
Sub-IKI 1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  100 

(3,55 skala 4) 
Sub-IKI 2 Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 90% 
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko 80 
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 100% 

8 Penguatan Pengelolaan keuagan dan 
BMN yang optimal 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 
 

95,5 Penguatan Internal/Anggaran  

Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100% 
9 Penguatan Pengawasan-Pengendalian 

Internal yang Efektif 
(Penugasan dari Menteri Keuangan) 

Indeks Integritas Organisasi 88,67 Penguatan Internal/Anggaran  
Sub-IKI 1 Indeks Integritas 100 

(Level 4) 
Sub-IKI 2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP 60 
Sub-IKI 3 Indeks Capaian Unit Kerja dalan Pembangunan ZI 

WBK/WBBM 
100 

 

Menjadi 
 

No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu 
 

Target Perspektif 

1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan 
Negara dan Lelang Terhadap 
Perekonomian yang Akuntabel, 
Inklusif, dan Berkelanjutan 

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan 
Kekayaan Negara dan Lelang 100% 

 
 

Penerima Layanan 
Persentase Produktivitas Lelang 80% 
Indeks Integritas 88,67 



 
  

  

Menjadi 
 

No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu 
 

Target Perspektif 

2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Lelang yang Memenuhi Harapan 
Pengguna Jasa 

Persentase Realisasi Pokok Lelang 
 

100%  
 

Penerima Layanan 
 

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 100% 

4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang 
Optimal 

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang 
dan Standar Kebutuhan (SBSK) 

68%  
 

Proses Bisnis Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang 
Disertipikatkan 

100% 

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 100% 
6 Penerapan Tata Kelola  Kekayaan 

Negara dan Lelang yang Efektif 
 
 
  

Tingkat Pelaksanaan Lelang Online 90%  
 

Proses Bisnis 
Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-

Conventional Auction 94% 

Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online 86% 
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100% 

7 Pengawasan dan Pengendalian 
Kekayaan Negara yang Efektif 

Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan 
Pengelolaan BMN 86% 

Penguatan 
Internal/Anggaran 

8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya 
Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem 
Kolaboratif  

Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu  100 Penguatan 
Internal/Anggaran  Sub-IKI 1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan  100 

(3,55 skala 4) 
Sub-IKI 2 Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 100 

(90%) 
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko 80 
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 100% 

9 Penguatan Pengelolaan keuagan dan 
BMN yang optimal  

Indeks Kualiatas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara 100 Penguatan 
Internal/Anggaran  Sub-IKI 1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 100 



 
  

  

Menjadi 
 

No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu 
 

Target Perspektif 

Sub-IKI 2 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100 
(100%) 

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 15% 
10 Penguatan Pengawasan-Pengendalian 

Internal yang Efektif  

Indeks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Internal yang Efektif 80 Penguatan 
Internal/Anggaran  Sub-IKI 1 Indeks Pengawasan dan Pegendalian yang Efektif 60 

Sub-IKI 2 Indeks Capaian Unit Kerja dalan Pembangunan ZI 
WBK/WBBM 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai 

Skema pertanggungjawaban 

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan 

Sebelum Menjadi 

No IKI 
Target No IKI Target 

Q3 s.d. Q3 Q4 Y   Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara 
dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Lelang 

60% 60% 100% 100% 1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara 
dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan 
Lelang 

60% 60% 100% 100% 

2 Persentase Produktivitas Lelang 60% 60% 80% 80% 2 Persentase Produktivitas Lelang 80% 80% 80% 80% 

3 Persentase Realisasi Pokok Lelang 70% 70% 100% 100% 3 Indeks Integritas - - 88,67 88,67 

4 Persentase Penurunan Outstanding 
Piutang Negara 

60% 60% 100% 100% 4 Persentase Realisasi Pokok Lelang 70% 70% 100% 100% 

5 Tingkat Pelaksanaan Lelang Online 78,5% 78,5% 90% 90% 5 Persentase Penurunan Outstanding Piutang 
Negara 

60% 60% 100% 100% 

Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan 
Lelang E-Auction dan E-
Conventional Auction 

94% 94% 94% 94% 6 Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna 
Layanan 

11% 11% 100% 100% 

Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan 
Permohonan Lelang Online 

63% 63% 86% 86% 7 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN 
dengan Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan (SBSK) 

55% 55% 68% 68% 

6 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 
 

15% 15% 15% 15% 8 Persentase Barang Milik Negara Berupa 
Tanah yang Disertipikatkan 

60% 60% 100% 100% 

7 Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna 
Layanan 

11% 11% 100% 100% 9 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN) 

60% 60% 100% 100% 

8 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN 
dengan Standar Barang dan Standar 
Kebutuhan (SBSK) 

55% 55% 68% 68% 10 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 25% 25% 25% 25% 



 
  

  

Sebelum Menjadi 

No IKI 
Target No IKI Target 

Q3 s.d. Q3 Q4 Y   Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

9 Persentase Barang Milik Negara Berupa 
Tanah yang Disertipikatkan 

60% 60% 100% 100% 11 Rata-rata Indeks penyelesaian layanan 
penilaian yang agile, efektif dan efisien 

70 70 70 70 

10 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus 
Piutang Negara (BKPN) 

60% 60% 100% 100% 12 Tingkat Pelaksanaan Lelang Online 78,5% 78,5% 90% 90% 

11 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja 
BMN (Portofolio Aset) 

75% 75% 100% 100% Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang 
E-Auction dan E-Conventional 
Auction 

94% 94% 94% 94% 

12 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 25% 25% 25% 25% Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan 
permohonan lelang online 

63% 63% 86% 86% 

13 Rata-rata Indeks penyelesaian layanan 
penilaian yang agile, efektif dan efisien 

70 70 70 70 13 Persentase Evaluasi Kinerja BMN 
(Portofolio Aset) 

75% 75% 100% 100% 

14 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak 
Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang 
Milik Negara  

- - 86% 86% 14 Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak 
Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang 
Milik Negara 

50% 50% 86% 86% 

15 Tingkat Implementasi Budaya dan 
Kehumasan Kemenkeu Satu  

72,5% 72,5% 100% 100% 15 Tingkat Implementasi Budaya dan 
Kehumasan Kemenkeu Satu  

100 100 100 100 

Sub-IKI 1 Indeks Efektivitas Ekosistem 
Kehumasan 

- - 100 (3,55 
skala 4) 

100 (3,55 
skala 4) 

Sub-IKI 1 Indeks Efektivitas Ekosistem 
Kehumasan 

100 (3,55 
skala 4) 

100 (3,55 
skala 4) 

100 (3,55 
skala 4) 

100 (3,55 
skala 4) 

Sub-IKI 2 Implementasi Budaya 
Kemenkeu Satu di Wilayah  

72,5% 72,5% 90% 90% Sub-IKI 2 Implementasi Budaya 
Kemenkeu Satu di Wilayah 

100 
(70%) 

100 
(70%) 

100 
(90%) 

100 
(90%) 

16 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas 
Manajemen Risiko 

- - 80 80 16 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas 
Manajemen Risiko 

- - 80 80 

17 Persentase Pengembangan Kompetensi 
Pegawai 

75% 75% 100% 100% 17 Persentase Pengembangan Kompetensi 
Pegawai 

75% 75% 100% 100% 

18 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran 

95,5 95,5 95,5 95,5 18 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran dan 
Barang Milik Negara 

100 100 100 100 



 
  

  

Sebelum Menjadi 

No IKI 
Target No IKI Target 

Q3 s.d. Q3 Q4 Y   Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

19 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

85% 85% 100% 100% Sub-IKI 1 Indeks Kinerja Kualitas 
Pelaksanaan Anggaran 

100 100 100 100 

20 Indeks Organisasi - - 88,67 88,67  Sub-IKI 2 Persentase Kualitas 
Pengelolaan BMN dan 
Pengadaan 

- - 100 
(100%) 

100 
(100%) 

Sub-IKI 1 Indeks Integritas - - 100 
(Level 4) 

100 
(Level 4) 

19 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 15% 15% 15% 15% 

Sub-IKI 2 Indeks maturitas 
penyelenggaraan SPIP 

- - 60 60 20 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang 
efektif 

- - 80 80 

Sub-IKI 3 Tingkat Pemenuhan Unit 
kerja terhadap Kriteria ZI 
WBK 

  100 100 Sub-IKI 1 Indeks Pengawasan dan 
Pengendalian yang efektif 

- - 60 60 

Sub-IKI 2 Indeks Capaian Unit Kerja 
dalan Pembangunan ZI 
WBK/WBBM 

- - 100 100 

C. Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023. 

 Jakarta, 22 September 2023 
Menyetujui, 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
 

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, 
, 
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Ditandatangani Secara Elektronik 
Rionald Silaban 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Mahmudsyah 

 


